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Ketestusin Upnim

 Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota.

e Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

e Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

e Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang
secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota.

e Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa kepala desa dapat
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

o Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di
wilayahnya.
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. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa,
program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB
Desa.

. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai
kewenangan untuk mengurus.

. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh
BPD.

. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat
mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak
disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

. Kepala Desa menyampaikan keberatan kepada bupati/walikota melalui
camat.



. penetapan pelaksana kegiatan;
. penyusunan rencana kerija;

. sosialisasi kegiatan;

. pembekalan pelaksana kegiatan;

. penyiapan dokumen administrasi;

I/

. pengadaan tenaga kerja; dan

. pengadaan bahan/material.



Tabiap Pelatsarddn Kegiatan

. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
. perubahan pelaksanaan kegiatan;

. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.




Pesmardavin & Pergawasin Pembarguman Desa

1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat Desa;

2. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui pengawasan dan
pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh
masyarakat Desa;

3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa;

4. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa, menjadi
dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Desa.
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